BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATIURAN BLIPATI BUTON
NOMOR 4, TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASLTUGASDANFUNGSI, SERTATATAKERJA

Memmbang :

Mengirgat

Ul

DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 4 Peraturan
Duaerah Kebupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Dacrah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaien Buton;

Masal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentangPembentakan
Dacrah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 74, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesgia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintoh Pusat  dan
Pemertintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-lIndangan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor
5234),

LUndang-TIndang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor D494,



Menctapkan :

6.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
bebecrapa kali diubzsh  terakhir dengan Undang-Undang
Homor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kecdua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Repnblik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratuiran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Preziden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Neparzs Republik Tndonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor
112);

Peraturan Daecrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASIL,TUGASDANFUNGSL, SERTATATAKERJA DINAS

PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMLU'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimalcsud dengan:

o & b o=

Daerah acalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buron.

Wakil Dupati adalah Wakil Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebul
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Buton.



10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

1k

18.

(1)

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Dinas Pemacam Kehakaran, yang selanjutayz disebut Dinas
Damkaradalah Dinas DPcmadam Kebakaran Kabupaten
Buton.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran adalah Kepala Dinas
Damkar Kabupaten Buton.

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Buton.

Sekretariz Dinas yauyg sclanjulnya disebul Sekretars adalah
sSekretans [hinas Pemadam kebakaran Kabupaten Buton.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Buton.

Kepala Ridang adalah Kepala RBidang pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Femadam Kebakaran Kabupaten Buton.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran
Eabupaten Bulcn.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dimas Pemadam
Kebakeran Kabupaten Buton.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemadam
Kebakaran Kabupaten Butonyang melaksanakan kepgiatan
teknis operasional dan/atau kegialan  lcknis  peounjeng
tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Buton.

BAB I
KEDUDUKAN

Pagal 2

Dinas Pemadam Kebakaian adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang Periindungan Masyarakat, sub urusan

Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.



(2) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada

(1)
(%)

(3)

(4

(3)

(€)

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
hawah dan bertanggung jswab kepadaBupati melalui

Sckretaris Daerah.

BAB [I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah Tipe 3.
Ninas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada
asyal (1) terdirt atas:
a. Kepala Dinas;
D. Sekretariat;
Bidang Pencegahan dan Investigasi;
d. Bidang Operasi dan Pengendalian;
e. Bidang Sarana dan Prasarana;
[. UPTD; dan
g, Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:
a. Suh Bagian Umumr dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Percncanaar danKcuangan.
Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:
a. Seksi Pendataan dan Informasi;
b. Seksi Pemberdayan Masvarakat; dan
c. Seksi Investigas.
Bidang Operasi dan Pengendalian selbapgaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. Seksi Kesiapsiagaan dan Kemunikasi;
b. Seksi Pemadaman; dan
c. Seksi Penvelamatan.
Bidang Sarana dan Prasarana bagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran;
b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi; dan

c. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.



(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1

(2]

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran tercantum

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, dipimpin cleh seorang Sekretaris vang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bidang sebagaimana dimaksiid dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
¢, huruf d, dan huruf ¢, dipimpin oleh scorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin oleh secorang Kepala Sub Bagian vang hberada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi scbagaimana dimaksud dalaimn Pasal 3 ayat (4), avat
(9), dan ayal (b) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah can bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang masing-masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lmum

Pasal 5

Dinzs Pemacam Kebalkaran mempunyai tugas
melaksanekan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah dan Tugas Pernbantuan yang diberikan
kepada daerah dibidang Perlindungan Masyarakat (sub
urusan kebakaran).

Dings Pemadam Kebakarandalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuail dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesual dengan

lingkip hugasnya;



d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya,; dan
e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

tcrkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyal tugas memumpin  dan

(2)

melaksanakan urusan  Pemerintah  Daerah  Bidang

Perlindungan  Masyarakat, Sub Urusan  Kebakaran

berazaskan otonomi daerahserta melaksanakan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang

Perlindungan Masyarakal (sub urusan kebakaran)

Kepala Dinss dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimasud pada ayal (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemadaman
Kebakaran;

b. penyelenggaraan urusan Pemecrintahan dan DPclayanan
Umum  dibidang  pencegahan dan  pemadaman
kebakaran;

¢. Pembinaan dar pelaksanan tugas dibidang pencegakan
dan pemadaman kebzkaran; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

rerkait dengan tugas dan [ungsinya.

Bagian Ketiga
Selretarial

Pasal 7

(1) Sckretaris DinasSckretaris mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas dalam pelayanan adminisitrasi dan
kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan
Dinas yang meliputi urusan penyusunan rercana program,
urusar. keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum,
humas dan  protekol, umum  dan  perlengkapan,

melaksanaken wurusan pendidikan dan  pelatihan, serta



melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi
kinerja Dinas.
(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusun rencana, program dan kematan
kesekretariatan;

0. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program
dinas;

Pelakesanaan dan penyelenggaraan pelayanan

]

administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi
adminsitrasi umum, kepegawalan, keuangan, dan
kerumah tanggaan dinas;

d. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia,
pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;

c. Pelaksanaan koordinas: penyelenggaraan tugas-tugas
Dinas;

I, Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendahan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kesekretariatan; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Dinas

sesual dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal &

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas:

1. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai
dengarn idang tugasnya;

2. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum
dan kepegawaian,;

3. melaksanakan urusanketatalaksanaan, surat menyurat dan
kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan
kerumahtanggaan dinas;

4. mengelola administrasi kepegawaisn;

5. melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan;

6. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diher'kan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan danKeuangan mempunyai

tugas:

1.

(1)

(2)

Menyiapkan dan mengumpulkan bahan pedoman petunjuk
teknis sesual bidang tugasnya,

menyusun rencana program dan kegiatan Dinas Pemadam
Kebzkaran;

melaksanakan pengelolaan adminsitras: keuangan meliputi
kegiatan penyusun rencana, penyusunan bahan,

pemprosesan, pengusulan dan verifikasi;

. menyusun laporan keuangan Dinas;dan

. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kecmpat

Bidang Pencegahan dan Investligasi
Pasal 10

Kepala Bidang Pencegahan dan Investigasimempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalammenyiapkan dan

menguinplkan bahan pedoman dan petuniuk Tbidang

pecnecgahan  dan  investigasi  meliputi pendatoan dan

informasi, pemberdayaan masyarakat, serta investigasi

pasca kebakaran.

Kepala Bidang Pencegahan  dan  Investigasidalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

d. Penyusuvan rencana, program, dan kegiatan Didang
Pencegahan dan investigasi.

b. Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup pendataan dan
informasi, pemberdayzan masyarakat, serta investigasi.

c. Pembinaan kuslitas personil dalam bidang pencegahan
dan investigasi;

d. Pecmbinasn masyarakal dalam pencegahan kebakaran;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
Pencegahan dan investigasi,

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelsksanaan

nigas hawahan; dan



g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  Kepala

Dinas sesua: dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi “endataan dan informasimempunyai tugas:

1.

Menyiapkan dar menvusun rencsna, program,dan kegiatan
seksi pendataan dan informasi;
Menyusun bhzhan petunjuk tekhnis lingkup pendataan dan

informasi;

. Mengumpulkan data gedung dan/atau tempat rawan

kebakaran;

Mengurpulkan data sarana protcksi kebakaran aktif dan
pasif pada setiap bangunan gedung dan/atau tempat vang
rawan ancamar bahaya kebakaran sesuai dengan yang
berlaku,

Membuat, mengupavakan dan memelihara dokumentas:

kegiatan pencegahan kebakarar;

. Melakuxan  evaluasi terhadap seluruh  pelaksanaan

kegiatan;dan
Mcmbuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakatmempunyai tugas:

3 B

mengumpulkan bahan petunjuk teknissesuai bidang
tugasnya,;

Menyiapkan dan menyusun rencana, program,dan kegiatan
seksl pemberdayaan masyarakat;

Menvusun program penyuluhan peningkatan Kkesadaran
masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
bahava kebakaran, pencegahan dan penanggulangannya;
Melakukan  evaluasi terhadap seluruh  pelaksanaan
kegiatan;dan

Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan,



Pasal 13

Kepala Seksi investigasi mempunyai tugas:

1.

Mengumpulkan bahan petunjuk teknissesuai bideng
tugasnya;
Menyiapkan dan menvusun rencend, program.dan kegiatan

selesi pemmberdayaan masyaralat;

3. Mecnyusun pola operasional investigasi pasca kebakaran;

4. Memehhara dan menyajkan data statistic dan dokumentasi

untuk dibuatkan kesimpulan kecenderungan penyebab

kebakaran;

. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan

kegiatan;dan

Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima
Bidang Operasi dan Pengendalan

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyal

(2)

tugesmelaksanakan  sebagian  tugas Dinas  lingkup

kesiapsiagaan  dan komunikasi, Pemadaman dan

penyelamatan

Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menvelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan operasi
dan  pengendalian  sesuai  Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

b. penyusunan den pengaturan pola rencana pencegahan
dan pemadaman dalam upaya pertolongan dan
penyelamatan jiwa dan harta benda;

¢. pclaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya
kebakaran baik bersifat prevenll maupun represil,

d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas pengamaran
dalam upaya pemadaman kebakaran;

e. pengaturan kesiagaan dan pembernan bimbingan serta
arahan kepzda petugas di fiap-tiap pos maupun tempat

lainnya.



[. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
bidang operasi dan pengendalian; dan
g. pelaksanaan fiigas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

scsual dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kepzla Seksi Kesiapsiagaan dan kamunikasimempunyai tugas :

1.

.

menyiapkan dan menyusun rencana, program dan kegiatan

pada seksi kesiapsiagaan dan komunikasi;

. mengumpulkan bahan petunjuk tekmssesuai hidang

LUEHsI1YE,
menyusun dan  mengatur pola  kesiagaan  dalam

pencegahan / pemadaman kebakarzsn;

. mengendalikan kesiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas

persaonil, alat-zlat  komminikasi, =serfa  peralatan dan
perlengkapan pemadam;

melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang
mneyangkut kejadian kebakaran;

menerima dan meneruskan berita kebakaran kepada
pimpinan dan satuan-satuan operasional serta menurunkan

perintah-perintah dari pos komando;

. mengalur  jaringan  komunikasi Dinas  Damkar  dan

mengamat: serta mencatat secara terus menerus lalu
lintasberita serta melayani komunikasi pos komando;
Melakukan evaluasi terhadap seluruh  pelaksanaan
kegiatan;dan

Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Kepzla Seksi Permnadamanmempunyal tugas:

1,

2

ey

i 4

Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemadaman;
mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesnai  hidang
tugasnya,

melaksanakan operasional pemadam Kebakaran;

. mengadakan huburgan informasi dan komunikasi terjadinya

kebakaran;
melaksanakan bantuan tekhnis upaya penanggulan
kebakaran;



6. Melakukan evaluasi terhadap seluruh  pelaksanaan

i

kegiatan;dan

Membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas

Pasal 17

Kepala Scksi Penyvelarnalanmernpurnyad Lugas:

3

(1]

Menvusun  rercana, program dan  keglatan — se<si

penyelamatan;

. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang

tugasnya;

. menyusun don mengatur pola kegialan pencanan dan

penvelamatan;

. melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban

Jiwa dan harta benda.

Menviapkan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan
penyelamatan;

Menyiapkan tim yang terdini dari personil yang terampil

dalam pencarian dan penyelamatan;

. Melakukan koordinasi dengan bidang tugas lain terkait

kegiatan pencarian dan penyelamatan;
Melakukan  evaluasi  terhacap seluruh  pelaksanaan

kegiatan;dan

. Membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 18

Kepzla Bidang Sarana dan Prasaranamempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penyvediaan
pergudangan dan penyaluran, peralatan dan perlengkapan

operasi serta perawatan dan perbengkelan.

(2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan

tugas schagaimana dimaksud pada ayal (1)
menyelenggarakan fungsti:
a. pengkoordinasian periumusan kebijakan teknis sarana

dan prasarana pcmadam kebakaran;



b. penyusunan petunjuk tekhnis lingkup
penvediaanpergudangan dan penvaluran, peralatan dan
perlengkapan operasi serta perawatan dan perbengkelan;

c. penyusunan rcncana kcbutuhan peralatan perlengkapan
operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran;

d. penerimaan dan penyaluran peralatan yang berada di
gudang sesual dengan pengalokasian dan kebutuhan;

e. pelaksanaan pemeriksaaan rutin terhadap kendaraan
dinas;

. pelaksanaan pemeriksaaan rutin dan perawatan termasuk
perbaikan kendaraan dan alat-alat pemadam lainnya;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelzporan lingkup
dukungan sarana dan prasarana operasi.dan

h. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Diras

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Secksi  penyvediaan  pergudangan dan  penyaluran

mempunyai tugas:

L

menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyediaan
pergudangan
mengumpulkan bzhan petunjuk teknis sesuai  bidang

tugasnya;

. menyvimpan, menyalurkan, mengawasi, merawat dan

menginventarisasi semua pasokan bahan,barang/peralatan

dan perlengkzpan yang disimpan di gudang;

. menyiapkan dokumen bahan, barang/peralatan dan

perlengkapan di gudang baik yeng disediakan, disimpan dan
yvang telah disalurkan;

. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya,



Pasal 20

Kepala Seksi Peralatan dan perlengkapan operasi mempunyai

lugas:

1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyediaan
pergudangan

2. mengumpulkan bahan peturnjuk tekmise sesuai  bidang
LLEASIIYH,;

3. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan
operasi;

4. memeriksa secara rutin dan berkala kendaraan operasi
pemdaman dan penanggilangan kehakaran;

5. menjaga dan menjamin kesiapsiagaan peralatan  dan
perlengkapan operasi;

6. melaksanakan mobilisasi peralatan dan perlengkapan
operasl sesual permintaan dan kebutuhan;

7. mendukung dan membantu keberhasilan operasi
pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan pada saat
kejadian,

8. menviapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaboran
pelaksanaan tugas;dan

9. melaksanakan tugas lain yvang diberikan kepala hbidang

sesllai dengar tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala seksi perawatan dan perbengkelan mempunyai tugas :

. menyusun rencana program dan kegiatan seksi perawatan dan
perbengkelan;

2. mengumpulkan bzhan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

3. melaksanakan perawatan mobil pemmadam kebakaran, kendaraan
dinas, dan alat-alat berat dinas;

4. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik dinas;

5. melakukan penelitian dan perencanaan kebutuhan bahan dan
peralatan;

6. melaksanakan pckerjaan perbengkelan dan pertukangan lain
guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat

mekanik dinas;



. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;dan
. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
BABV
TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan [Mnas Pemadam kebakaran dalam
melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, darn smkromisasi baik dalam lingkungan
hnas Pemadam Kebakaran, maupun dalam hubungan antar
Dinas Pemadam Kebakaran dengan perangkat daerah dan/atau

lembaga lain vang terkait.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan unit organisasi  bertanggungawab
memimpin dan mengnordinasikan hawahan dan
memberikan pengarahan scrta petunjuk bagi pelaksanean
tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh
tangeungjawabserta dilaporkan secara berkala sesuai

dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pas=al 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harusmelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi dibawahnya.

Pasal 20
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap
pejabat di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dapat
mendelegasikan  kewenangan tertentu  kepada  pejabat
dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BABVI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Fasal 26

(1} Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon I1.b atau

(2)

(3]

(4)

(9]

(1)

(2)

(1)

(2)

jabatan pimpinan linggl pratama.,

Sckretaris Dinas inerupakan jabatan strukiural esclon [a
atau jabatan administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Il.b
atau jabatan administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
struktural csclon IV.a atau jabatan pecngawas.

Kepala UFTD merupakan jabatan strukturel eselon IV.b atau

jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kecpala Seksi, Kepala UPTD, dan Pegjabat Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayzt (1) berpedeman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABVII
PEMBIAYAAN

Pa=zal 28

Segala bieya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzah.

Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Dinas Pemadam Kebakaran dapat diberikan banfuan



pembiayaan sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAR VIII

KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan ysng
berlaku.

Pasal 30

(1) Dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dibentulk
UPTD scsuai dengan kebutuban dan besarnya beban kerja
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l)diatur dengan Peraturan Bupati

tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dibentuk
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal33

(1) Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaku, UPTD yang
sudah dibentuk tctap meleksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang
pembentukan UUPTD yang baru.

(2) Pcmbentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1)
dilalkkukan paling lama 6 [enam)  bulan  seak
dinndang<annya Peraluran Bupati ini.



BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Parda saat Peratizran Bupati ini mulal berlak, ketentuan Pasal
25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Bupati Buton
Nomor o8 Tanun 2015 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi
dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Bernita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF
Ceten L_ BUPATI BUTON,
P 2,
Koo SR80
N oy D 6,\ SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Foerty - Ocges ’




BAB X
FENUTUP

Pasal 34

Parda saat Peraturan Bupati ini mulai herlakn, ketentiian Pasal
25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Bupati Buton
Nemor 58 Tahun 2013 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi
dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut
dan dinyatakan tidak berlalku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapxan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF
s 2 BUPATI BUTON,
e
C Cap/TTD
ooy - Ovey 4 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Diundangkany [di Pasarwajco
pada tanggal §['4 OFTORER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 123
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